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NAFKAH MENURUT ISLAM 
 
A. Pengertian Nafkah 
     Nafaqah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk 
materi, karena kata nafaqah itu sendiri memiliki konotasi materi. Sedangkan 
kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak 
termasuk dalam artian nafaqah, meskipun dilakukan oleh suami terhadap 
isterinya. Selama ini digunakan secara tepat untuk maksud ini adalah nafkah 
batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Menurut bahasa 




     Kata nafaqah yang berasal dari kata ََقَفْنا dalam bahasa Arab secara 
etimologi mengandung arti :لقوَ،صقن yang berarti berkurang. Juga berarti َ ،ىنف
بهدو  yang berarti hilang atau pergi.2 
     Menurut Amir Syarifuddin, seseorang dikatakan memberikan nafaqah 
apabila membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit kerena dilenyapkannya 
atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata nafaqah ini 
dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti ‚sesuatu yang di keluarkan 
dari hartanya untuk kepentingan isterinya sehingga menyebabkan hartanya 
                                                          
1
 M. Tholib, Perkawinan Menurut Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 78. 
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 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap  (Surabaya: Pustaka 
Progresif, 1997),  1598. 

































menjadi berkurang‛, dengan demikian nafaqah istri berarti pemberian yang 
wajib dilakukan oleh suami pada istri dalam masa perkawinannya, setiap 
kewajiban agama itu merupakan beban hukum, sedangkan prinsip pembebanan 
hukum itu tergantung kemampuan subyek hukum untuk memikulnya.
3
 
Berdasarkan firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah, ayat 286 : 
                         
‚Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 
dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya‛.  
 
     Pada dasarnya yang berlaku dalam fiqh, kewajiban memberi nafkah oleh 
suami kepada istrinya merupakan prinsip pemisahan harta anatara suami dan 
istri. Yaitu seseorang suami adalah pencari rezeki yang berkedudukan sebagai 
pemberi nafkah. Sebaliknya seseorang istri berkedudukan sebagai penerima 
nafkah. Nafkah dapat dikatakan belanja kebutuhan pokok, maksudnya adalah 
kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.
4
 
     Arti nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk 
keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan 
atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan, jadi nafkah 
bisa diartikan memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup meliputi makanan, 
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  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 165. 
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pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri 
sesuai dengan keadaan, termasuk juga biaya pendidikan anak.
5
 
     Pemberian nafkah merupakan kewajiban suami terhadap keluarga. Namun, 
setelah melaksanakan kewajibannya memberi nafkah keluarga, semua 
mempunyai hak-hak tertentu kepada istri dan anak-anaknya. Itulah makna hak 
dan kewajiban dalam Islam yang menekankan tumbuhnya rasa keadilan. Tidak 
bisa dipungkiri mencari nafkah untuk keluarga bukannya pekerjaan mudah bagi 
suami. Kerena itu dalam Islam, upaya seorang suami menunaikan kewajibannya 
memberi nafkah kepada anak dan istri masuk dalam kategori ibadah. 
 
B. Dasar Hukum Nafkah 
     Adapun kewajiban memeberikan nafkah didasarkan pada Al-Quran 
sebagai berikut : 
                            
‚Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 
cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya‛. (QS. Al-Baqarah: 233).6 
 
     Rizki yang di maksud dalam ayat ini ialah makanan secukupnya, 
‚pakaian‛ ialah baju atau penutup badan, dan ma’ru>f yaitu kebaikan sesuai 
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 Slamet Abidin Aminudin, Fiqih Munakahat I (Bandung: CV Pustaka, 1999), 162. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 
2010), 47. 

































dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan. Juga 
dijelaskan di dalam QS. At-Thalaq: 6-7: 
                            
               
‚Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah 
ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin‛. 
 
Firman Allah dalam QS. At-Thal>aq ayat 7 yaitu : 
              
 
‚Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa 
yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan 
sesudah kesempitan‛. 
 
  ع  ن   ع  ئا  ش  ة   ر 
 ض  ي  هللا   ع  ن  ه  ا ا ن  
 ى  ن  د  با  ن  ت  هع  ت  ب  ة   ق  لا  ت  ي :  را هس  و هل  
 للا   ا ن  هس  ف  ي  نا   ر هج  ل   ش 
 ح  ي  ح  :
  و  ل  ي  س  هي  ع 
 ط   ن   و  و  ل 
 دى   ا  لّ  َ  أ ا  خ  ذ  هت   َ  ن هو .  و هى  و   لّ  ي   ع  ل هم   ق  لا  هخ 
 ذ  ي   َ  يا  ك 
 ف  ي  ك   و  و 
 ل  د  ك 
  ب لا  م  ع هر  و 
 ف ملسَ و يراخبلا هاور()  
 
Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya. ‚wahai Rasulullah 
sesungguhnya Abu Syfyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi 
nafkah kepadaku dan anak-anakku, sehingga aku mesti mengambil dari 
padanya tanpa sepengetahuannya ‚Maka Rasulullah bersabda‛ Ambillah 




                                                          
7
Ab>u ‘Abdulloh Muhamad bin Isma>’i >l al-Bukhari, Sahih al-Bukhari Juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah,tt), 85. 

































     Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan 
istrinya, kerena itu suami diberi derajat setingkat lebih tinggi dari istrinya, 
sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah: 228 yaitu : 
                                  
 Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 
menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu 




     Dan ayat ini,  diketahui bahwasannya suami harus memenuhi hak dan 
kewajiban terhadap istrinya, kerena suami mempunyai tanggung jawab dalam 
rumah tangga. 
 
C. Hikmah Kewajiban Nafkah 
     Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya 
diwajibkan atas suami, kerena tuntutan akad nikah dan kerena keberlangsungan 
bersenag-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu 
menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan 
untuk melaksanakan haknya ‚Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain 
dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan kerenanya‛.8 
 
 
                                                          
8
Abdul Aziz Muhamad Azzam , Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Talaq  (Jakarta: Amzah, 2009), 
212. 

































D. Sebab yang Mewajibkan Nafkah 
     Di dalam sebuah perkawinan tentu adanya suatu hak dan kewajiban antara 
suami dan istri dengan kebutuhan, tugas masing-masing serta prinsip dasar 
membina ketentraman dalam rumah tangga. Kewajiban suami telah ditetapkan 
agama dalam hal menanggung nafkah istri tidaklah bebas tanpa syarat, artinya 




     Beberapa persyaratan berkaitan dengan kewajiban pemberian nafkah, 
bahwasannya di wajibkan suami terhadap istri, berdasarkan akad nikah yang 
telah berlangsung kini terikat oleh kepentingan suaminya, dengan kewajiban 
melayani kebutuhannya, bertanggung jawab atas pengolaan rumah tangganya 
dan tidak lagi bebas bepergian atau bekerja di luar rumah untuk kepentingan 
dirinya sendiri, kecuali dengan persetujuan suaminya, kerenanya, kewajiban 
memberi nafkah seperti itu, bergantung pada terpenuhinya tiga hal yaitu : 
1. Akad nikah antara suami dan istri telah berlangsung sah. 
2. Si istri dalam keadaan siap untuk melangsungkan kehidupan suami istri 
3. Tidak adanya hambatan dari pihak istri yang dapat menghilangkan atau 
mengurangi hak suami untuk memperoleh layanan sewajarnya.
10
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  Sayyid Sabiq, Terjemah Fiqih Sunnah (Bandung: Al-Ma’a>rif, 1996), 148.  
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 Muhamad Bagir AL-Habsy , Fiqih Praktis (Bandung: Mizan, 2002), 138. 

































     Dalam pemenuhan hak dan kewajiban nafkah mempunyai kriteria 
bagaimana nafkah itu diberikan dan tentunya kepada siapa seharusnya nafkah 
itu diberikan. Sehingga  seseorang wajib memberi nafkah disebakan oleh : 
1. Hubungan Kekerabatan  
Diwajibkan memberikan nafkah kepada kerabat kerena asal dan kasih 
sayang. Asal yang dimaksud di sini adalah orang tua menjadi asal 
keturunanya maka orang tua wajib memberi anaknya nafkah dan anak wajib 
memberi nafkah kepada saudaranya baik terhadap laki-laki atau perempuan.
11
 
Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tuanya  dengan 
ketentuan anak dalam keadaan mampu dan orang tua tidak mempunyai harta. 
Begitu juga sebaliknya orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya 
sampai anaknya telah dewasa dan dapat berusaha untuk mencari nafkah 
untuk kebutuhannya. 
2. Hubungan Kepemilikan  
Memberikan nafkah kepada hamba merupakan kewajiban sesuai 
dengan kemampuannya. Sesungguhnya orang yang mempunyai hamba wajib 
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Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fiqih Islam Lengkap  (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 252. 
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Abi Abdillah Muhamad Ibni Qosim, Tausyih ala Ibn Qosim (Libanon: Darul Afkar,1996), 232. 

































3. Hubungan Pernikahan 
Akad nikah yang sah menyebabkan istri telah terikat dengan hak-hak 
suaminya dan haram dikawini oleh orang lain, kerena itu ia berhak mendapat 
nafkah dari orang yang mengikatnya yaitu suaminya. Banyaknya nafkah 
sesuai dengan kebutuhan dan adat kebiasaan yang berlaku di tempat masing-
masing, dengan mengingat tingkat dan keadaan suami.
13
 Firman Allah dalam 
QS. Al-Baqarah: 228 : 
                
‚Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf‛.14 
 
 
Selain kewajiban suami mengenai pemberian nafkah terhadap istri 
selama perkawinan, ada juga pemberian nafkah suami terhadap istri setelah 
adanya perceraian. Para Ulama berbeda pendapat tentang pemberian wajib 
nafkah suami kepada istri setelah perceraian. Menurut syafi’i berpendapat 
bahwa, wanita yang ditinggal mati suaminya berhak memperoleh nafkah 
berupa tempat tinggal semata. 
Selanjutnya Syafi’i mengatakan bahwa apabila seorang wanita di 
talak ba>’in, sedang dia dalam keadaan hamil, kemudian suaminya meninggal 
dunia (ketika si istri masih dalam ‘iddah), maka nafkah atas si istri tidak 
terputus. Sementara itu Hanafi mengatakan : apabila wanita ber-‘iddah 
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 Slamet Abidin Aminudin, Fiqih Munakahat I (Bandung: CV Pustaka, 1999) 168.  
14
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah . . . 102. 

































tersebut dalam keadaan talaq raj’i dan suami yang menceraikannya itu 
meninggal dunia ketika dia menjalani ‘iddah-nya, maka iddahnya beralih ke 
‘iddah wafat dan kewajiban atas nafkah menjadi terputus, kecuali bila si 
wanita itu diminta nafkahnya untuk menjadikan sebagai hutang oleh suami 





E. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri 
1. Hak Suami Atas Istri 
     Di antara beberapa hak suami terhadap istri dalam hukum islam yang 
paling pokok adalah: 
a. Ditaati dalam hal yang tidak maksiat. 
b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami. 
c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan 
suami. 
d. Tidak bermuka masam dihadapan suami. 
e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.16 
     Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan 
agama, bukan hal dalam kemaksiatan kepada Allah swt. Jika suami 
menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka si istri harus menolaknya, 
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 Muhamad Jawad Muqniyah, Fiqih Lima Madzhab  (Jakarta: Lentera, 2006), 401. 
16
 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat  (Jakarta: Kencana, 2008), 158. 

































diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah, kecuali 
dengan seizinnya. 
     Dalam Al-Qur’an surat an-Nisa>’, ayat 34 dijelaskan bahwa istri harus 
bisa menjaga dirinya, baik ketika berada di depan suami maupun di 
belakangnya, dan ini merupakan salah satu ciri istri yang shalihah.
17
Allah 
SWT berfirman : 
                      
Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 
memelihara mereka (Q.S. an-Nisa’: 34)18 
 
2. Kewajiban Suami Terhadap Istri 
Pada dasarnya kewajiban seorang suami terhadap istri dititik beratkan 
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 secara rinci yaitu : 
a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan 
tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 
diputuskan oleh suami istri bersama. 
b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
c) Suami wajib memberikan pendididkan agama kepada istrinya dan 
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat 
bagi agama, nusa dan bangsa. 
d) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : 
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. 
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri 
dan anak. 
c. Biaya pendidikan anak. 
d. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti pada ayat (4) huruf a dan b 
diatas mulai berlaku sesudah tamkin sempurna dari istrinya. 




Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah . . . 108. 

































e. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 
sebagaimana tersebut  pada ayat (4) huruf a dan b. 
f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri 
nushus.19 
 
3. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami 
1. Hak Istri Atas Suami 
     Hak istri harusnya terpenuhi oleh suami sesuai dengan tanggung 
jawab penuh oleh suaminya dan seharusnya seseorang suami 
memperlakukan istrinya dengan baik dengan baik dan membimbing serta 
menjaga istri sesuai dengan ketentuan agama. Apabila semua itu sudah 
terpenuhi dengan baik oleh suami maka terwujudlah ketentraman hati, 
keteguhan iman serta kebahagian hidup berumah tangga akan tercipta. 
     Para fuqoha telah sependapat bahwa diantara hak istri atas suami 
adalah nafkah hidup dan pakaian, berdasarkan firman Allah dalam surat 
QS. Al-Baqarah: 233 
                     
Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para 
ibu dengan cara ma'ruf.  
 
Juga berdasarkan hadist sahi>h yang berbunyi : 
  و : عادولا ةجح في م.ص للا لوسر لاق  لث  ن   ع  ل  ي هك  م   ر  ز هق هه  ن   و 
 ك  س  و هت هه  ن   ب لا  م  ع هر  و 
 ف  هاور(
)ملسَ 
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 Undang-Undang Perkawinan . . .  205-207. 

































‚Rasullulah SAW bersabda pada haji wada’(penghabisan)‛ 
kewajiban suami terhadap istrinya memberikan belanja dan pakian 
dengan cara yang ma’ruf. (HR.Muslim).20 
 
     Seorang suami patutnya dijadikan  pemimpin bagi istrinya di 
dalam kehidupan rumah tangga. Contoh suri tauladan tertinggi 
bagaimana semestinya suami memperlakukan istri adalah pribadi nabi 
Muhamad Saw. Walaupun beliau banyak memikirkan masalah-masalah 
besar, selalu sibuk dalam tugas berdakwah menegakkan agama, menjaga 
kerukunan umat, memperoleh kedudukan negara serta menjaga 
keselamatan dan keamanannya dari bahaya musuh yang selalu mengintai 
dari luar. Belum lagi ketekunan beliau dalam menghadapkan diri kepada 
Allah SWT, kemantapan beliau untuk menuanaikan ibadah sebanyak-
banyaknya. 
     Kendati demikian sibuk dan tekun beribadah, beliau sama sekali 
tidak melupakan kewajibannya terhadap istri-istrinya. Kesibukannya di 
bidang Rabb>ani tidak membuat beliau lupa akan kewajibannya mengenai 
urusan insani, khususnya para istri beliau.
21
Sesuai dengan hak dan 
kewajiban beliau terhadap istrinya sepantasnya seseorang suami meniru 
perilaku dan Akhlak Rasulullah SAW yang sangat bijak serta berbudi 
luhur, apabila semua telah terpenuhi sesuai dengan kewajiban dan 
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 Abu Husain Muslim bin al-Hajj al-Quraisy, Sahih Muslim Juz I  (Beirut: Da>r al-Fikr,tt), 560-562. 
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tanggung jawab suami kepada istrinya, maka kehidupan rumah tangga 
menjadi rumah tangga yang saki>nah, mawaddah, warah}mah. 
     Hak istri harus dipenuhi oleh suaminya, kerena bagi suami ini 
merupakan kewajiban untuk memenuhi hak istrinya, diantaranya hak 
yang harus dipenuhi meliputi 3 hal pokok yaitu : hak pangan, sandang 
dan papan. 
a. Hak atas Pangan  
Nafkah pokok yang wajib dipenuhi oleh suami adalah meliputi 
sandang, pangan, papan, namun yang lebih diutamakan dari ketiga hal 
tersebut adalah kebutuhan akan pangan, kerena makanan sebagai 
sumber energi manusia merupakan kebutuhan pokok yang harus 
dipenuhi. Secara lahiriah, manusia tak akan hidup tanpa makan. Ia 
bisa bekerja dengan baik, bisa beribadah melakukan aktifitas lainya, 
apabila perutnya terisi dengan makanan yang cukup. 
Begitu pula dengan istri ia akan dapat melakukan semua 
kewajibannya terhadap suami dengan baik apabila istri itu dicukupi 
kebutuhan pangannya, kerena dengan dicukupi kebutuhan pangan istri 
akan mempunyai tenaga yang kuat yang mana pada akhirnya ia akan 
dapat sepenuhnya berbakti kepada suaminya serta beribadah pada 
Tuhannya. 
  

































b. Hak atas Sandang  
Hak atas sandang ini merupakan salah satu dari tiga nafkah 
pokok yang menjadi hak istri, dan wajib bagi suami untuk 
memenuhinya kerena istri telah tertahan dan terikat dengan hak-hak 
suaminya dan ikatan tersebut mengakibatkan istri tidak wajib 
mencari nafkah untuk dirinya sendiri kerena itu kewajiban mencari 
nafkah untuk dirinya sendiri kerena itu kewajiban mencari nafkah 
untuk para pihak suami maka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-
hari seperti pakian adalah merupakan kewajiban suami untuk 
menyediakannya. Mengenai keadaan istri tidak diwajibkan atau 
diharuskan menyediakan apapun, sebab nafkah yang meliputi semua 
kebutuhan rumah tanggga, suami yang berkewajiban menyediakan, 
dalam al-Qur’an dengan jelas mewajibkan suami untuk meyediakan 
bagi ibu dan anak-anaknya dengan cara yang baik, sebagaimana 
firman Allah QS. Al-Baqarah: 233 yang berbunyi: 
                             
                            
 
‚Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 
kadar kesanggupannya‛. 22 
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah  . . . 47. 

































c. Hak atas Papan 
Berikutnya nafkah pokok yang menjadi hak istri terhadap suaminya 
adalah tempat tinggal yang layak dan memadai, kerena itu rumah 
itulah nanti seseorang istri akan bertempat tinggal dan melayani 
semua kebutuhan suami serta merawat anak-anaknya sampai mereka 
menjadi madiri. Tujuan pokok dari kewajiban ini adalah terciptanya 
kesejahteraan lahiriyah dan bathiniyah yang utuh sebagai tujuan dari 
sebuah perkawinan, di dalam rumah itulah keduanya akan bisa 
bersama dan saling bahu-membahu untuk mewujudkan keluarga yang 
bahagia dan sejahtera sebagaimana di idam-idamkan, dan di dalam 




Kewajiban suami mengenai tempat tinggal kebutuhan bagi 
istri di dalam sebuah keluarga, dapat terpenuhi dengan adanya 
kelengkapan perobatan, peralatan, dan sebagainya, yang di butuhkan 
oleh istri tentunya. 
Kewajiban ini sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Thal<aq: 
ayat 6 : 
                       
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 Fuad Kuana dan Nipan, Membimbing Isteri Mendampingi Suami (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 
1997), 82. 

































‚Tempatkanlah mereka (para  istri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
untuk menyempitkan (hati) mereka‛. 
  
2. Kewajiban Istri Terhadap Suami 
     Selain suami yang memiliki hak dan kewajiban atas istrinya, 
seorang istri pun mempunyai suatu kewajiban terhadap suami. Di dalam 
Islam kewajiban istri kepada suami diantaranya adalah sebagai berikut : 
a. Taat dan Patuh Kepada Suami 
b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman. 
c. Mengatur rumah dengan baik. 
d. Menghormati keluarga suami. 
e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami. 
f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju. 
g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberi suami. 
h. Selalu berhemat dan suka menabung. 
i. Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami. 
j. Jangan selalu cemburu buta.24 
     Kewajiban istri terhadap suami janganlah dibuat hanya sekedar 
perkataan saja, akan tetapi harus sesuai dengan perbuatan. Istri adalah 
pendamping suami sedangkan suami adalah pemimpin bagi istrinya. Di 
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 Abdul Rahman Ghozali, fiqih Munakahat  (Jakarta : Kencana, 2008), 163-164 

































dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang kewajiban istri 
terhadap suami yaitu : 
Pasal 83 
1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin 
kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum 
islam. 
2. Istri menyelenggaakan dan mengatur keperluan rumah tangga 
sehari-hari dan sebaik-baiknya. 
 
Pasal 84 
1.  Istri dianggap nushus  jika ia tdak mau melaksanakan kewajiban-
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali 
dengan alasan yang sah. 
2. Selama istri nushus, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut 
pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal 
untuk kepentingan anaknya.\ 
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 diatas berlaku kembali 
sesudah istri tidak nusyuz. 
4. Ketentuan tentang ada tidak adanya nusyuz dan istri harus 




3. Hak dan Kewajiban Suami Istri 
     Dengan terjadinya suatu akad nikah (perjanjian perkawinan), maka 
seseorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam 
keluarga, denikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam 
suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka 
pun memikul pula kewajiban-kewajiban sebagi akibat dari mengingatkan 
diri dalam perkawinan itu.
26
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 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 
dan Kompilasi Hukum Islam  (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 62-63. 

































     Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan 
akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta 
kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam, 
ialah : 
1. Hak istri atas suami. 
2. Hak suami atas istri 
3. Hak bersama.27 
     Berdasarkan hak dan kewajiban suami istri mempunyai tanggung 
jawab masing-masing, kedua belah pihak harus mengetahuinya apa 
haknya dan kewajibannya.  Apabila keduanya tidak mengetahui, maka 
unsur ketentraman serta kebahagian di dalam rumah tangga tidak akan 
terwujud, di antara hak dan kewajiban bersama yaitu : 
1. Hak Bersama Suami Istri  
a. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. 
Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara 
timbal balik. Jadi bagi suami halal berbuat kepada istrinya, 
sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual 
ini adalah hak bagi suami istri dan tidak boleh dilakukan kalau tidak 
secara bersamaan, sebagaimana tidak dilakukan secara sepihak saja. 
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M.Tholib, perkawinan Menurut Hukum Islam (Surabaya : Al-Ikhlas, 1993), 19 

































b. Haram melakukan perkawinan yaitu istri haram dinikahi oleh ayah 
suaminya, datuknya (kakeknya) anaknya dan cucunya. Beliau juga 
ibunya istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram 
dinikahi oleh suaminya. 
c. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah. 
Bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan 
perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya sekalipun belum 
pernah berhubungan seksual. 
d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami. 
e. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga 
dapat melahirkan kemesraan dan kedamian dalam hidup.
28
 
2. Kewajiban Suami Istri  
     Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur tentang kewajiban suami 
istri yang mana dijelaskan pada pasal 77 dan 78 yaitu : 
Pasal 77 
1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi 
sendi dasar dari susunan masyarakat. 
2. Suami istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan 
memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memlihara 
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 
maupun kecerdasannyadan pendidikan agamanya. 
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya, 
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 Abdullah Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat ( Jakarta : Kencana, 2008), 155-156 

































5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing 





1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat. 




     Ketentuan pergaulan hidup suami istri yang baik dan tentram 
dengan rasa cinta-mencintai dan santun-menyantuni juga dijelaskan dalam 
QS. An-Nis<a’ : 19 31 
                           
                               
   
‚Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil 
kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali 
bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan 
mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah 
menjadikan padanya kebaikan yang banyak‛. 
 
     Dari keseluruhan hak-hak maupun kewajiban mengenai suami istri 
di atas mempunyai  akibat hukum akan adanya hak dan kewajiban dalam 
perkawinan, hak dan kewajiban tersebut sangat berpengaruh dalam 
kehidupan berumah tangga, kekal, abadi berdasarkan pada Ketuhanan 
                                                          
29Undang-Undang Peradialan Agama No. 7 Tahun 1989 . . . 108. 
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 Thalib Sayuti, Hukum Kekeluargaan  Indonesia  (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 73. 

































Yang Maha Esa, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah 
tangganya akan dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang.
32
 
    Merupakan sebuah ketenangan dan ketentraman yang panjang 
dalam sebuah keluarga serta kebahagian yang langsung antar suami istri,  
jika masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan 
benar dan penuh rasa tanggung jawab.
33
 
4. Harta Dalam Perkawinan 
1. Harta Bawaan 
     Harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami 
atau istri sebelum terjadinya perkawinan
34
. Harta bawaan bisa disebut 
barang bawaan, yang disebut barang bawaan adalah perabotan rumah 
tangga baik dibawa suami ataupun istri, menurut adat tertentu yang 
menyediakan perabotan rumah tangga seperti ini adalah suami dan 
keluarganya. Tindakan ini merupakan salah satu bahan untuk 
menyenangkan perempuan yang memasuki hari-hari pernikahan. Dalam 
sebuah hadist Nabi Saw, disebutkan : 
  ع  ن   ع  يل   ق .ع.ر  لا   ج :  ه  ز   ر هس  و هل  
 للا   ف م .ص  ط ا  م  ة   في  
  خ  ي  ل   و  
 ق  ر  ب 
 ة   و  و  س  دا 
 ة   ح  ش هو  ى  ا  دا 
 خ هر  هاور(
)ئاسنلا 
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 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia  (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), 181. 
33
 Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah  (Bandung: Albayan, 
1999), 122. 
34
 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta : 
Sinar Grafika, 1995), 37. 

































‚ Dari Ali r.a. katanya ‚Rasullulah SAW memberi barang bawaan kepada 
fatimah berupa pakian, kantong tempat air terbuat dari kulit, bantal 
berenda.‛ (H.R. Nasa>’i). 35 
 
     Sebelum memasuki perkawinan adakalanya suami atau istri sudah 
memiliki harta benda. Dapat saja merupakan harta milik pribadi hasil 
usaha sendiri, harta keluarganya merupakan hasil warisan yang diterima 
dari orang tuanya. Harta benda yang telah ada sebelum perkawinan ini bila 
dibawa kedalam perkawinan tidak akan berubah statusnya. Pasal 35 ayat 2 
UU nomor 1 tahun 1947 menetapkan bahwa harta bawaan masing-masing 
suami dan istri adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para 




2. Harta Bersama 
     Harta bersama berarti harta yang di peroleh selama perkawinan 
berlangsung, baik oleh suami maupun istri. Harta bersama misalnya gaji 
masing-masing suami dan istri, atau pendapatan mereka dari usaha-usaha 
tertentu, atau mungkin juga deviden dari saham yang ditanam disebuah 
perusahaan oleh salah satu pihak. Harta bersama tersebut berada dalam 
kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama, sehingga penggunaanya 
harus dilakukan dengan persetujuan kedua pihak. 
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Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 116. 

































3. Harta Perolehan 
     Harta perolehan adalah harta yang diperoleh suami atau istri 
selama masa perkawinan yang berupa hadiah atau hibah atau waris. 
Seperti halnya harta bawaan, masing-masing dan istri juga memiliki 
kekuasaan pribadi atas harta perolehan tersebut. Masing-masing suami 
dan istri memiliki hak sepenuhnya terhadap harta yang diperolehnya dari 
hadiah, warisan, maupun hibah. Pengecualian keadaan ini dapat diadakan 




     Di dalam memperoleh harta dapat ditempuh dengan beberapa cara 
dengan adanya prinsip sukarela, menarik manfaat dan menghindari 
mudarat bagi kehidupan manusia, memlihara nilai-nilai keadilan dan 
tolong menolong serta dalam batas-batas yang diizinkan dalam 
syara’(hukum Allah), diantara cara untuk memperoleh harta antara lain : 
a. Hibah 
Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau 
perjanjian yang menyatakan pemindahan hak milik seseorang kepada 
orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengarapkan penggantian 
sedikitpun.
38
 Bisa juga dijelaskan hibah adalah pengeluaran harta 
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 Asymuni A.Rahman, Ilmu Fiqih  (Jakarta: Depag RI Cet II, 1986), 198-199. 

































semasa hidup atau dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang 
atau badan sosial, keagamaan dan kepentingan ilmiah.
39
 
Pemberian atau hibah yang sudah diberikan dan sudah 
diterima tidak boleh dicabut kembali, kecuali pemberian bapak 
kepada anaknya, tidak berhalangan dicabut atau diminta kembali. 
Sabda Rasulullah SAW : 
  يَ
 ط عه ي ملسَه  لهج ر
 ل ُّل  يَ  لّ :  م ل س و 
 و ي ل ع هللا ى ل ص  لا ق ,  سا ب ع  ن ب
 ا و هر مهع  ن ب
 ا  ن ع
 ا ه  ي ف هع
 ج ر  ي  هثُ  ة ب طهع ل ا يدي َترلا وحصو ,ةعبراو دحما هاور(هه  د ل و  ي
 ط عه ي ا ه  ي
 ف هد لا ول ا  لأ
 ا
)مكالحاو نايح نباو 
Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. menceritakan bahwa Nabi saw 
bersabda ‚tidak halal, jika seseorang laki-laki telah memberikan sesuatu 
kepada seseorang, lalu ia menarik kembali kecuali jika yang memberikan 
itu bapak terhadap anaknya ‚(H.R. Ahmad dan Imam Empat)‛.40 
 
b. Pinjam-meminjam 
Ariyah menurut bahasa ialah pinjaman. Ariyah adalah 
memberikan manfaat barang dari seseorang kepada orang lain secara 
cuma-cuma (gratis). Apabila digantikan dengan sesuatu atau ada 
imbalannya, hal itu tidak dapat disebut ariyah.41 Dasar hukum pinjam 
meminjam atau hutang dijelaskan dalam surat al-Ma>idah ayat 2: 
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                                
       
‚Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat 
siksa-Nya‛.42 
 
Dari cara memperoleh harta yang sesuai di atas selain itu ada 
juga cara memperoleh harta yang dilarang ialah yang bertentangan 
dengan prinsip-prinsip di atas, yaitu memperoleh harta dengan cara 
yang mengandung unsur paksaan dan tipuan yang bertentangan 
dengan prinsip sukarela, yaitu merampas hak orang lain, sebagaimana 
firman Allah  yang berbunyi : 
                 
 ‚Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil (Q.S. al-Baqarah :188)‛.43 
 
 
4. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Setelah Perceraian. 
     Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi 
biaya penghidupan dan atau menetukan suatu kewajiban bagi istri (pasal 41 
UU. No 1/1974). Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah 
diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu 
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memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, 
suami mempunyai kewjiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada 
bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah: 
1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang 
atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul, 
2. Memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa iddah, kecauli bekas 
istri telah dijatuhi talak ba>in atau nuzyus dan dalam keadaan tidak hamil; 
3. Melunasi mahar yang masih tertuang dan apabila perkawinan itu qabla 
dhukul mahar dibayar setengahnya; 




     Seseorang suami yang telah menceraikan istrinya harus memberi hak-
hak yang dimiliki oleh mantan istri. Diantara hak-hak yang harus diberikan 
suami kepada isteri setelah adanya perceraian seperti : 
1. Hak istri atas harta bersama 
    Hak bersama dalam khazanah fiqih Islam memang pada dasarnya 
tidak populer, sehungga tidak ada pembahasan khusus dalam fiqih, namun 
di Indonesia harta sejenis ini memang dikenal dan ada hampir semua 
daerah, sehingga lahirlah berbagai istilah yang ada di masyarakat, seperti 
antar lain di Sunda dikenal dengan sebutan ‚guna kaya atau tumpang 
                                                          
44
 Bahder Johan Nasution dan Sri Warijiyati, Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama 
tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, HIbah, Wakaf dan Shodaqoh (Bandung: Mandar Maju, 1997), 37. 

































kaya‛, dikenal dengan sebutan ‚ghuna-ghuna‛ istilah suku jawa adalah 
‚gono-gini‛. Mungkin atas dasar keadaan adat di Indonesia seperti inilah 
sehingga dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 35, 36 
dan 37 serta tercantum pula dalam KHI mulai dari pasal 85 sampai 97. 
     Berdasarkan kenyataan bahwa  banyak suami istri yang sama-sama 
membanting tulang dalam upaya memenuhi kebutuhan nafkah keluarga 
sehari-hari, dan fenomena kekinian yang justru banyak istri yang 
mendapat penghasilan lebih banyak dari pada suami. Saat ini peraturan 
mengenai harta bersama ini masih berlaku pembagian sama yang didapat 
oleh istri maupun suami dengan tanpa melihat apakah dan siapakah yang 
paling banyak menghasilkan pendapatan selama berumah tangga. Tetapi 
mungkin  saat ini kita boleh mengharap dengan adanya RUU Hukum 
Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang mudah-mudahan dapat 
melahirkan aturan yang berkeadilan gender, dan pembagian harta bersam 
mungkin diharapkan lebih pada prinsip keadilan dan perlunya kesadaran 




2. Hak atas Mut’ah 
     Jumhur Ulama berpendapat bahwa mut’ah(pemberian untuk 
menyenangkan hati istri) tidak diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai. 
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Para Fuqahah Zhahiri berpendapat bahwa mut’ah wajib untuk setiap istri 
yang dicerai. Segolongan fuqohah berpendapat bahwa mut’ahnya 
disunatkan, tidak diwajibkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam 
Malik. 
     Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mut’ah diwajibkan setiap 
wanita yang dicerai sebelum digauli, sedang suami belum menetukan 
mahar untuknya. 
     Imam Syafi’i berpendapat bahwa mut’ah diwajibkan untuk istri 
yang di cerai, jika pemutusan datang dari pihak suami, kecuali istri yang 
telah ditentukan mahar untuknya dan dicerai sebelum digauli. Jumhur 
ulama juga memegangi pendapat ini.
46
Imam Abu Hanifah beralasan 
dengan firman Allah dalam surat al-Ahza>b ayat 49 : 
                             
                           
‚Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- 
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 
mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu 
yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan 
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya‛.47 
 
3. Hak Atas Hadhanah 
     Hadhanah adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan 
menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan pengasuhan. 
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Dalam hal ini, mereka sepakat bahwa itu adalah ibu.
48
 Seorang istri yang 
bercerai dengan suaminya juga mempunyai hak atas pengasuhan anak 
yang belum mumayiz, kecuali ditentukan oleh UU yang membatalkan 
haknya tersebut. 
     Para ahli fiqih mendefenisikan ‚hadhanah‛ ialah : melakukan 
pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan 
atau yang sudah besar tetapi belum tamyis, tanpa perintah dari padanya, 
menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari 
sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan 
akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memiliki 
tanggung jawab. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. 
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